BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan
permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Bahwa masyarakat memiliki dua persepsi tentang tindak pidana
penadahan yaitu sebagai berikut :
a. Penadah sama seperti penampungan barang bekas

b. Penadah yang menampung hasil barang curian

Dari dua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penadah
merupakan orang yang menampung barang baik yang bukan hasil curian

maupun yang menampung barang hasil curian.

2. Bahwa penadahan yang disamakan dengan penampungan barang bekas
adalah boleh dilakukan dengan catatan bahwa barang yang ditampung
merupakan barang yang bukan hasil dari pencurian serta kepemilikan
barang seperti sepeda motor tersebut dapat diketahui dan jual belinya
dilakukan secara suka sama suka, akan tetapi apabila penadahan tersebut
dilakukan hanya untuk menyalurkan barang-barang curian maka hal ini

jelas merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama maupun
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negara dikarenakan barang yang diperjual belikan masih kepemilikan dari
pemilik barang asli tersebut. Serta penadahan lebih digolongkan kepada
jarimah ta’zir karena baik di dalam Al-Qur’an maupun hadits tidak ada
dalil yang menerangkan tentang penadahan. Oelh karena itu penetapan
hukuman terhadap penadahan yang terdapat dalam pasal 480 KUHP di
ancam hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda paling
banyak sembilan ratus rupiah karena penadahan, sudah sesuai dengan

hukuman ra zir. Sebagaimana dalam kaedah figh sebagai berikut:
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Artinya: berat ringannya sanksi ta’zir diserahkan kepada imam ( Hakim)

sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan

B. Saran-Saran
Adapun saran-saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam membeli barang
ke penjual, karena jika barang tersebut merupakan hasil curian maka
masyarakat telah membantu atau turut serta dalam melakukan suatu
jarimah.

2. Diharapkan kepada pemerintah serta instansi-instansi terkait seperti
kepolisian untuk meningkat pengawasan ke daerah-daerah terpencil,
sehingga hukum yang telah dibentuk sedemikian rupa dapat diterapkan

dan dijalankan di tengah-tengah masyarakat.



